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ABSTRACT s

The development of Jaw cannot be separuted from social development. especially from fhe devel.
opment of education. To etweourage the development of law. there should be u combination of

theoritical and pratical aspects in the education of fow,

PENDAHULUAN

Eksistensi hukum sehagai twanan tidaklah herdiri sendiri, ia berdampingan
dengan tatanan yang lfan. Jadi hukum bukan Satu-satunya tatanan dalam masyarakat.
Tatanan yang lain adalah tatanan ekonomi, tatanan politik dan lain-lain. Masing-masing
mempunyai cara kerja vang berbeda-boeda. tetapi memberikan dampak saling kait-
mengait. Hukum harus sesyai dengan perkembangan rmasyarakat, bangsanya dalam
seluruh kehidupan budaya, politik, dan kehidupan ckonominya. Pendek kata. hukum
harus sesuai dengan wawasan hangsanya di bidang-hidany jtu.

PEMBAHASAN
Proklamasi Kemerdekzaan sebagai puncak perubahan

Runtuh dan gugurnya kekuasaan dan tertib hukum kolonial Relanda di Hindia
Belanda, serta runtul dan gugurnya kekuvasaan Jepang yang mengubur kekuasaun
kolonial Belanda tersebut kemudian hirnya kekuasaan bangsa/megara Indonesia,
mengakibatkan perubahan yang berpengaruh terhadap sikap bangsa Indonesia yang
menghadapi tatanan dj sckehilingnya. Perubahan it berpuncak pada Prokiamas;
Kemerdekaan 1945, yakni saat bangsa Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsy
yang merdeka dan menyatakan tckadnya untuk membentuk masyarakat politik baru.
yaitu negara Republik Indonesiy yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada
Ketuhanan Yang Maha Fsa. kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia
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dan kerakvatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan dan mewujudkan sualu keadilan sosial bagi seluruh rakyat [ndonesia.
Kemerdekaan kebangsaan Indonesia it disusun dalam Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia yang saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945

Perubahan itu tidak hanya pada pembentukan kekuasaan dan tatanan politk baru,
tetapi juga terjadi perubaban pada tatanan ekonomi dan tatanan lainnya, yaitu hukum.
Undang-Urdang Dasar 1945 telah diterima dan difahami tidak sekadar schagai suatu
bentuk peraturan negara yang kedudukanaya sebagai hukuny/aturan dasar (tertulis) dari
bentuk pengaturan vang tertinggl yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan
perundang-undangan di Indonesia, tetapi juga schugai perwujudan pohtik. | .ahirnya
UUD 1945 yang disankan pada tanggal |8 Agustus 1945 oleh Panitia Perstapan
Kemerdekaan Indonesia adalah sebagai perwujudan tujuan Proklamasi Kenerdekaan
17 Agustus 1945, UUD 1945 itu terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubub. Pembukaan
UUD 1945 merupakan penuangan jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,
yaitu Pancasila. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pernyataun Kemerdekaan yung terinei
yang mengandung cita-cita luhur Proklamast Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pembukaan
UUD 1945 juga memuat Pancasila sebagai Dasar Negara dan merupakan situ rangkaian
dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,

Hukum harus sesuai dengan masyarakatnya

Sehagaimana dinyatakan oleh Friedman, apabila terjadi perubahan-perubahan
dalammasyarakat. maka bidang hukum termasuk vang pating terketia oleh perubahan-
perubahan itu (Rahardjo. 1985: 6}

Perubahan-perubahan secara {eratur, terukur dan sistematis yang direncunikan
dan dilaksanakan sccara sadar, vaitu dilaksanakannya pembangunan nasiongl dari Pelita
ke Pelita atau dari Pembangunan Jungka Panjung Tahap Pertama ke Pembangunan
Jangka Panjang Tahap Kedua. yanp semuanya merupakan pencerminan kegiatan
perubahan sosial oleh bangsa Indonesia. Dalin perubahan sosial itulali hukum dituntut
untuk juga turul serta membangun tata dalam masyarakat yang dicita-citakan oleh
bangsa Indonesia, Jelas dalwmn hal tersebut cksistensi hukum harus sesual dengan
masyarakatnya.

Masyarakat/bangsa Indonesia menghendaki terwwjudnya atau terbentuknya
suatu pemerintah gegara Indonesia yang melindungi segenap bangsa [ndonesia dan
scluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahitersan umum. mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikui melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
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kemerdekaan. perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karcna itu fungsi atau
peranin hukum fentunya harus merupakan pencerminan cita-cita tersebut. dan mendukung
erwujudnya twjuan terscbut. Makna vang dapat ditarik disini adalah bahwa hukum
harus dapat mewujudkan fungsinya dan berperan sebagai pengayom, sehapai sarana
pembangunan/perubahan masyarakat dan sebagal sarana pendidikan masyarakat dalam
kebidupan berbangsa dan bernegara. Tampak jelas terdapat interrclasi antara hukum
dan pcmbangununfperuhahanfpcrkcmhangan masyarakal.

Dalam hal ini jelas pula hahwa duniz hukum hukan merupakan masalah yang
berdiri sendiri. Hukum tidak dapat dipisahkan dari peckembanga musyarakal, Demikian
pula hukum tidak dapat dipisalkan dari pada pembangunan bangsa. [lukum harus
bersifat dinamis, mengingat sifal dinamisnya masyarakal vang terus herubah dJan
berkembang. Hukum tidak dapat diberikan arti statis vang hanya mempertahankan
stalus quo. letapt hukum harus menyerasikan diri dengan perubahan-perubahan vanp
timbul dengan adanya pembangunan/perubahan masyurakat. J.ehih dari 1w, bahwy
hukum harus mengambil posisi di depun untuk memberikan arah pada perubuhun-
perubahan vang timbul sesuai dengan yang diinginkan oleh masvarakat (hungsu}
[ndonesia ke arah kemajuan dan kescjabteraan. Dalam hai i hukum berperun sebagai
tagent of cliange” atau dengan istilah Lan. vaitu = a tool of <ocial engineering”, “social
engineering by law™, legal enginecring. Tugas hukwn dalam arti ini adalah untuk
memberikan dukungan konsepsional dun struk(ural terhadap perubahan masvarakat,
miemberikan dukungan agar supaya perkembangean, perububian misyarakat/pemhungunan
masyarakat itu berlangsung secara teratur Jan tertib, herdasar atan mellui hukum,
sehingga memberikan rasa aman dan tenferam Nerti pengayom hagi angeota-ungeota
masyarakat dalam perubahan-perubahan/pembangunan i,

Pemikiran hukum yang berorientasi sosial

Schagimana ditegaskan oleh Kepala Negara dalam Pidato Pelantikan Menteri
Kehakiman RI Rahun 1974, hukum sehagai sarana yang penting untuk memelihara
ketertiban. harus dikembangkan dan dibina sedemikian. sehingga daput memberikan
ruang  gerak bagi perubahan., bukannya sebaliknya. menghambat usaha-usaha
pembaharuan kirena semata-mata Ingin mempertahankan nilai-nilai lama, Sesungpuhinya
hukum harus dapat wmpil ke depan, menunjukkan arah dan memberi jalan bagi
pembaharuan,

Sebagatmana tefah dikemukakan bahwa konsepsi hukum sebagai “a tool of social
engineering”, telah diterima sebagai kebijaksanaan politik hukum di Indonesia, yang
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landasannya atau dasar-dasarnya telah digariskan dalam Ketetapan MPR Nomor 1V/
MPDR/1973. maka kebijaksanaan politik hukum demikian dilanjutkan dan digariskan
(GBHN. Ketetapan MPR Nomor H/MPR/I98S (untuk Pelita V), dalam Pelita 1V
didasarkan pada GBHN. Ketetapan MPR Nomor JI/MPR/IUR3.

Menyimak masalah pembangunan hukum sebagaimana menurut kebijukan
politik yang digariskan dalam GBHN. yang pada dasarnya herintikan konsepsi bahwa
hukum sehagai “a tool of social engenering™ atau “sociul engenering by law,” maka
konsekucnsinya, bahwa pembangunan nasional khususnya pembangunail di dang
hukum adatah bersifat komprehensit dan kompleks. Ini berarti bahwa pembangunan
hukum harus mengkaitkan dengan pembangunan di bidang-bidang yung lain. Harus
dikaitkan dengan proscs pembangunan yang berlangsung di bidang-bidang yang lain.
Oleh karena itu perlu dikembangkan sceara sistinmatis suatu pemikiran hukuin yang
peroticntasi sosial (Rahardjo. 1985; 17) yang herarti bahwi suatu pembangunan hukum,
pemikiran hukum dan ilmu hukum yang tGdak menyadan panggilannya. akuan
menghasilkan suatu sistem hukum yang idak mempunyai kegunaan yang memadai bagi
masyirakat.

Eksisiensi hukum harus menyerasikan diri dengan perubahan-perubahan yang
timbul dengan pembangonan/perubahan masyarakat, Masalah pembangunan hukum
harus dikaitkan dengan atau dalam proses perubahan masyarakat dat harus diarahkan
ke dalam konteks pembangunan yang sedany herlangsung dalam masyarakal, Keterkutan
hukum/pembangunan hukum dengan perubahan-perubalian/pembangunan Tl varakat
yang sedang berlangsung. secara sistemiatis Meng ok ciura pUigrardpan yang
bersifat kompleks dan komprehensif. saling kait-mengiit dan terkoordinasi, menpunyid
dampak langsung dap mendorong tugus hukum atau hukum dan pengembanganuya
harus fasilitatif terhadap proses pembanguiul, dan menunjang proses pembangunar,
Tidak hanya itu. Intereasi hukum dan pembangunan masyarakat, mendorong sarjana
hukum (pemikir-pemikir hukun)} memperluas jangkatan pentikirannya, lerutama bagt
pembentuk hukum/peraturan perundang-undangan,

Menyinggung masalah pembangunan vang sedang berlangsung. scbagaimana
digariskan dalam GBHN (Keictapan MPR No. II/MPR/L98E), bahwa titik berat dalam
Pembangunan Jangka Panjang adalah permbangunan bidang ekonomi dengan sasaran
uluma untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri,

Arahan itu telah diletakkan prioritasnya mula) Pelita V Pembangunan bidang
ckonomi dengan titik berat pada sektor perlanian dan sektor industri dalam rangka
mewujudkan struktur ckonomi yang seimbang antara industri dan pertanian baik dari
segi nilai tambah maupun dari segi penyerapan tenaga Kerja.
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Ketetapan MPR Nomor T1/MPR/1993 Tentang GBHN, Bab IV. Huruf D.
Prioritas Pembangunan Lima Tahun Keenam, menegaskan. bahwa denpan ditetapkannya
bidang ckonomi schagat ttik berat yang nerupakan penggerak utama Pembangunan
langka Panjang Kedua. seiring dengan Kualitas sumber daya manusia, maka prioritas
Pembangunan lima Tahun Keenam adalah perbangunan sektor-scktor di bidang
ckonomi dengan keterkaitan antara industi dan pertanian. Pembangunan  bidang
latnnya terus ditingkatkan selarag dan serasi serta saling memperkueat dengan
pembangunan bidang ekonomi,

Dengan demikian. mengingat dalam Pelita VI masvarakat Indoncsia hendak
tinggal landas. dengan sendirinya pembangunan hukuim juga harus menunjange dan
melengkapi pembangunan di bidang ekonomi, Pemikiran ini dapat ditarik dart makna
yang terkandung daiam (GBHN, Tap MPR No. [I/MPR/I993 jtu BBub IV Huruf {f).
sasaran Bidang Pembangunan Fima Tahun Keenan, khusus mengenai Hukum No. 1,
Hurub b, yang pada intinya menychutkan bahwa khususnva penvusunan produk hukum
baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas ... duri pembangunan nasional,”
Hal tersebut secara khusus sudah disebut daturm Bab 11 Tap MPR dimaksud Huruf
()., bahwa Pembangunan ekonomi secara hertahap harus ditata Jalam peraturan
perundang-undangan.

Daiazm bubungan ini. dalam Pembangunun Jangka Punjany Tahap Kedua, hukum
yang harus dibanpun tentunya juga harus mengandung substansi, kaedah-kacdal hukum
yang menunjang perubahan kearah terwufudnyva masvarakat dengan struktur ckonomi
yang seimbang antara industri dan pertanian sehagainmna dimaksud di atas (Ji mana
nilai tambah dan tenaga kerja di bidang industri schibang dengan nilai tambah dan
lenaga kerja di bidang pertanian). Satu dan lain hal, dalam waktu 25 tahun mendatang
(waktu dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua), lkum adat yang ada dan berluku,
akan tetap berlaku dalam tingkungan masyarakat yang hersangkutan. sepanjang masih
mampu umuk menunjung perubahan-perubahan atuy dapat memberikan ruang gerak
bagi pembaruan sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang herkembang ke srah
modernisasi menurut tingkat- tingkat kemajuan pembangunan,

Sekalipun demikian. mengenal Kaedah-kaedah hukem adat hagi mereka vang
hidup dalam lingkungan masyarakat agraria. dalam hal ing mengenal hukum tanuh yang
telah diatur dalam Undang- Undang Pokok Agraria {yang pada prinsipnva disusun
tHenurut asas-asas hukum adat (asti). perlu dipertahankan keasliannya, schingga ietap
herlaku hukum adatnya i, mengingat tanah tidak akan beredar ke luar wilayah
Indonesia (Subekii. 1977: 61-63), Dengan demikian dalam wakr 25 tahun mendatang.
di samping akan tewap berlaku hukum adal yang berkaitan deogan hukum anah

g




ERA HUKUM No. 1 / Th. {/ 1984

{Undang-Undang Pokok Agraria), tampaknya akan berlaku dan perlu diperlakukan atau
diusahakan adanya kaedah-kaedah hukum sesuai dengan kebutuhan bukum dalam
lingkungan masyarakat indusiri.

Méngingat semakin maju ekonomi suatu pegara semakin berkurang tenaga kerja
yang bekerja di bidang agraria, dan semakin banyak vang bekeria di bidang jasa dan
industri, maka sistern hukum yang dibangun juga harus mengandung substansi/kaedah
hukum vang menunj'ang perubahan ke arah masyarakat industri, fasa. dan informasi
{Hartono, 1988: 5). Jadi juga upaya-upaya pembentukan hukum yang menunjang pada
kebutuhan hukum dalam lingkungan masyarakat di bidang jasa dan lingkungan
masyarakat informasi. Diharapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua (Repelita
V1) upaya pembaruan hukum, khususnya penyusunan program legislasi nasional secara
terarah dan terpadu, serta diusahakan sesuai dengan prioritas schagai pengganti produk
hukum kolonial dengan produk hukum yang bersumber dari segala sumber hukum
{Pancasila} sebagal perwujudan UUD 1945, Oleh karena itu peranan hukum dalam
tahapan tinggal landas hendaknya lebih mantap lagi untuk mengamankan dan
memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai serta mengamankan jalannya
pembangunan berikuinya.

Perencanaan Pembentukan Hukum/Program Legislasi Nasional

Sebagaimana daiam pembangunan ekonomi, politk. dan sosial, pembangunan
hukum pun harus direncanakan dengan baik. terpadu, dan realistik sebagm kesaluan
wawasai, pemikiran, dan upaya seluruh instansi terkait serta dalam rangka menciptakan
kesatuan tindak dalam langkah pembangunan hukum. Satu dan lain hal adalah terutama
untuk mencegah tumpany tindib (overigp). atau Kesimpangsiuran penyusunan program
legistasi nasional.

Untuk itu perlu dilakukan kegiatan pembangunan hukum secara berencana,
termasuk kegiatan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemikiran-
pemikiran yang memungkinkan terbentuknya peraturan perundang-undangan secara
sistematis dan dipercepat, adalah merupakan keharusan. Percepatan terbentuknya
peraturan-peraturan yang ada. berfungsi agar dapat memberi arah bagi perubahan
masyarakat dan dapat menampung atau mengantisipasi perkembangan baru yang sangat
cepat sebagai akibal pembangunan nasional, antara jain masaiah-masalah pencemaran
lingkungan vang tidak ringan, baik pencemaran fisik alamiah maupun pencemaran
lingkungan mental budaya.
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Rencana pembangunan hukum termasuk penyusunan program legislasi nasional
hendaknya merupakan langkah-langkah yang strategis dalam wujud program-program
tersebut yang pelaksanaannya menurut pola dan mekanisme yang terarah, serasi,
sepadan dan realistis yang dapat mengantisipasi perkcmbangan masyarakat untuk
Jangka waktu 25 ~ 30 tahun mendatang atau dalam wakru Pembangunan Jangka Panjang
Tahap Kedua (PIPT ke ).

Dalam rangka penyusunan program legislasi nasiona! itu. hendaknya diusahakan
garis-garis kebijaksanauan yang melandasi pelaksanaan kopraan ity (BPHN, 1980: 46),
yaitu :

I. suatu perumusan politk hukum vang baik. yaig lidak menimbulkan dan
menumbuhkan suatu penyempitan dari arahan landasun idiil Pancasila. U'UD 1945,
dan GBHN;

2. pemahaman bahwa pembangunan hukum tidak hanya pembentukan kaedah/
peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) atay penegakan hukum semata-
mata, tetapi juga meliputi seluruh segi kehidupan hukum:

3. pemahaman bahwa kegiatan pengkajian dun penyusunian naskah yang bersifat
akademis (academic draft) mengenai program legislasi nusional yang dijukukan
secara terus menerus. merupakan pendukung utama dalam perencanaan hukum
secara menyeluruh sebagai landasan yang hersifai filosofis, sociologis. fulurologis
bagi penyusunan rancangan peraturan perundang -undungan:

4. suatupemahaman bahwa pembaruan hukum dalamraneky menunjung pembangunan
di hidang ekonomi. perfu memperhitungkan ciri-ciri kegiatan ckonomi dj Nunping
unsur-unsur keadilan. ketertiban dan sebagainya, sehingga nilai-nilai dan sistem
kelembagaan hukom mampu mendoreng lajunya pembangunan sistem ekonomi.
Sebaliknya kegiatan ekonomi Juga membutubkan tatangn hukum sebagai usaha
mewujudkan tatanan sistim nilai dan struktur kelembaguan kegiatan ekonomi.
sehingpa kebijaksanaan ekonomi pemerintah, organisasi perusahaan, koperasi dan
perorangan <aling bherkaitan dalam menunjang lercapainya tujuan hersamsa yaitu
masyarakat adil dan makmur:

5. perlu pemahaman bahwa dalam menciptakan kaedsh-kaedah hukum dalam
menunjang penyelengparaan pembangunan  herbagai bidang. jangan sampai
mengorbankan hak-hak dun kepentingan/pihak yang lemah karena termasuk
mereka itulah pembangunan diadakan, mengingat fungsi ulama dari peran hukum
yang utama dalam proses pembangunan adalah sebagai pengayoman warpanegara/
golongan yang lemah di samping golongan vang kuat,
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6. pemahaman hahasa perencanaan hukum dalam menunjang pembangunan bidang
ekonomi harus mewujudkan kacdah-kaedah hukum yvang merupakan refleksi nilai-
nilai yang terkandung dalam UUD 1945 antara lain dalam Pasal 27 Avyal {(2).
Pasal 28, Pasal 29 Avat (2). Pasal 21 dan 33 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 34, dan
merupakan penyalur kebuluhan masyarakal dan sehagal pengayom wargancgaranya
dalam usaha memperbaiki kehidupan ckonominya:

7. pemahaman bahwa dalam menciptakan kacdah hukum ckonomi. harus puly
tercermin asas maalaat, asas dcnu';kfﬁﬁi {ekonomi), asas adil dan merata, asas
usahia bersama dan kekeluargaan, asas keseimbangan, keserastan. keselarasan
dalam perikebidupan. dan Jain-lain (GBHN):

§. pemahaman bahwa peranan hukum dalani pembangunan ekonomi ialab produk-
produk hukum yang lebil bersifat konstitutif atau lebib dititik beratkan pada
pembentukan kaidah-kaidah yang bersifat konstitutif, yaitu pranata hukum yang
lehih menunjang pada perkembangan ekonomi, Dalam rangka pembangunan
ekonomi, titik beral pencgakan hukum di hidang ekonomi. janganlah hukum itu
dipandang sebagai upaya yang represif xemata-mata. tetapi juga kaedah hukum
itu sebagai upaya yang mampu mencegah jangan sampai terjadi/timbul
permas\alahun. D sinj hukum jungan sampai terlalu menghambat Kegratan ekonomi
hanya karena terlalu menoajol pelaksanaan hukum yang bersifat represif semata-
mata itu;

9. suatu pemahaman bahwa pembangunan nasional yang saal ini mempriofitaskan
pada pembangunan/pertumbubian ekonomi yang cukup tinggi, perencanaan hukum
terletak pada pembentukan kacdah-kaedah hukum dalani usaha mengatur secara
tepat dan seimbang antara kewajiban pelaku ckonomi dan distribusi hak miiik demi
tercapainya usaha bersama untuk kemakmuran bagi tiap-tiap warganegara dan
scluruh warganegara Indonesia. Tdalam pengertian itu bauhwa setiap hak mem-
punvai tanggung jawab dan fungsi sosial.

Sclain itu semuanya. apabila dalam Repelita VI masyarakat [ndonesia hendak
tinpai landas, dalam rangka memasuki tabapan tingeal landas, pembentukan hukum
yang paling mendesak ialah yang menyangkut kehidupan ketatanegaraan. administrasi
negara, kcuangan negara, ketenagakerjaan dengan scgala aspeknya.

Akhimya perlu diketengahkan pula, bahwa sehagaimana dinyatakan oleh Rahardjo
(19%5: 17-18). pemikiran hukuni yang berorientasi sosial dalam konteks pembangunan
ini adatah tidak lain dari pemikiran yang melihat kegiatan dalam bidang hukum sebagar
hagian dari transformasi sosial yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Kesadaran
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akan perlunya perkaitan demikian, mendorong orang untuk membuka lebih lanjut
cakrawala pemikiran yang selam itu tidak difakukan, Orientasi sosial dalam pemikiran
hukum dan ilmu hukum memberikan suatu tugas yang lebih tegas kepada hukum untuk
mengantarkan masyarakat dalam transformasi sosial, Kata “mengantarkan” disini
dimaksudkan tugas hukum untuk memberikan dukungan konsepsional serta strukiural
terhadap proses perubahan dalum masyarakat. Hukum yang menaruh perhatian ter-
hadap transformasi sosial tersebut akan didorong uniuk terus memikirkan tentang
bagaimana menampung akibat-akibat dari proscs tersebut dalam rangka mencgakkan
suatt ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Ia akan memikirkan bagstmana
menjaga agar manusia tidak mengalami kemunduran dalam hidupnya sebagai akibat
dart dijalankannya pembangunan dalam masyarakal.

Dengan diithami pemikiran Satjipto Rahardjo terscbut. diajukan pemikiran
bahwa pemikiran hukum yang herorientasi sosial, perlu dikembangkan sccara sistematis
melatui pendidikan hukum atav mata kuliah-mata kuliah hukum di fakuitas-fakultas,
di pusat-pusat pendidikan dan latihan pegawai dari instansi-instansi pemerintah, di
sckolah-sekolah tinggi dari lembaga-lembaga pendidikan swasta dan penataran-penataran
yang diselenggarakan baik oleh pemcrintah atau swasta. Tujuannya adalah agar
pendidikan hukum dengan pengembangan pemvikiran hukum demikian. tidak sekadar
mempersiapkan orang-orang untuk menjadi pejabat (pemerintah/administrasi/
kehakiman), hakim. jaksa, dan advoka! atau bertujuan untuk mempersiapkan orang
yang memiliki kemahiran untuk menerapkan hukum yang ada atau memelihars
ketertiban menurut ketentuan hukum positif. Diharapkan pula, pendidikn tersebut dapat
mendidik ahli-ahti di bidang hukum yang akan memeganp peranan aktif dalam
pembangunan, dalam proses pembaruan/perubahan masyarakat,

Dengan pemahanian pemikiran hukuin yang berorientasi sosial, tidak saja
menghasilkan orang-orang yang berguna dalam memelihara ketertiban, tetapi juga
menghasilkan orang-orang yang ahlt di bidang hukum yang dapat atau marnpu berperan
dalam usaha-usaha pembarvan atau dalam proses pembaruan/perubahan masyarakat,
yang dapat membantu menciptakan masyarakat sesuai dengan cita-cita kita bersama,
serta menciptakan ahli hukum yang mempunyai intuisi dan kemampuan untuk tampil
ke depan, yang dengan keahlian vang dimiliki itu dapat membanm untuk menunjukkan
grah dan memberi jalan bagi pembaruan/perubahan masyarakat,
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Sebagai penutup, dapat dissrankan bahiwa pendidikan hukum seharusnya tudak
mempersiapkan/menciptakan sarjana-sarjana hulum. ahli-ahii di bidang hukum untuk
bekerja dengan sistem pengertian yang dogmatis dan assumsi-assumsi {praanggapan)
yang formal belaka, dengan mctode pendekatan juridis radisional. Mereka ini sutit
sckali untuk memecahkan persoalan, permasalahan konkrit yang dihadapi. Menurut
pandangan mereka, empiri dan mempelajari empini tidak termasuk bidang hukum.
Orang-orang semacam itu hanya mengetdal “law in the books”, tidak mengenal “law
in action™. Seharusnya vang diciptakan adalah ahli hukum atau sarjana hukum yang
mengenal/memahami dug-duanya, yaitu law in the books sekaligus (build in) luw in
action. Law in the books harus dikembangkan sedemikian rupa schingga memungkinkan
terbukanya atauy memberikan ruang bagi fow in action. “Sollen menurut peraturan
hukum yang ada™" tidak merupakan hambatan atau menunjukkan dan memberikan jalan
hagi “Sollen berdasarkan kebutuhan/kenyataan yang hidup dalam masyarakat”.
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